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ABSTRAK       :   -           Keputusan Walikota ini diterbitkan sebagai pelaksanaan ketentuan 
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2024 
tentang Peningkatan Kualitas Permukiman, yang mengamanatkan 
kepada setiap Walikota untuk menetapkan lokasi prioritas 
pelaksanaan peningkatan kualitas permukiman di wilayahnya.Melalui 
keputusan ini, Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur menetapkan 
lokasi-lokasi prioritas pelaksanaan peningkatan kualitas permukiman 
di wilayahnya untuk Tahun Anggaran 2025, sebagai pedoman bersama 
bagi seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan 
penataan kawasan permukiman terpadu.Penetapan lokasi prioritas 
dimaksudkan untuk mempercepat upaya peningkatan kualitas 
lingkungan permukiman, penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas 
dasar, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan yang 
tergolong padat penduduk dan memerlukan penataan lingkungan. 

                             - ​ Dasar hukum keputusan ini antara lain: UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 
1 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 14 Tahun 2016, Permen 
PUPR No. 14 Tahun 2018, Perda No. 3 Tahun 2022,  Pergub DKI Jakarta 
No. 90, Perda No. 3 Tahun 2022, Pergub DKI Jakarta No. 33 Tahun 
2024, Pergub DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2022, Pergub No. 31 Tahun 
2022, Pergub No. 57 Tahun 2022. 

                             -​ Tujuan ditetapkannya Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta 
Timur Nomor e-0019 Tahun 2025 ini adalah untuk menetapkan lokasi 
prioritas pelaksanaan peningkatan kualitas permukiman yang akan 
menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi 
kegiatan lintas perangkat daerah. 

 

CATATAN       :       -       Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Maret 2025.  

-​ Keputusan ini menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan perubahan 
keanggotaan LMK di wilayah terkait, khususnya untuk menggantikan 
anggota yang berhenti atau digantikan antar waktu, agar 
keberlangsungan kegiatan LMK tetap berjalan sesuai dengan masa 
bakti 2024–2029. 

 


